
Universitas Indonesia Library >> UI - Tesis Membership
 
Analisis penggunaan asas ketertiban umum dalam penolakan
permohonan eksekuatur putusan arbitrase internasional di Indonesia
(studi kasus putusan provisi arbitrase SIAC No ARB062/08/JL award
on preliminary issues of jurisdiction interim anti suit injunct) = Analysis
of the use of public order in the refusal of execuatur request of
international arbitration award in Indonesia (case study of provisional
arbitration SIAC award no ARB/062/08/JL award on preliminary issues
of jurisdiction interim anti suit injunct)
Nurahman Adhiyamtomo, author
Deskripsi Lengkap: https://lib.ui.ac.id/detail?id=20389193&lokasi=lokal 
------------------------------------------------------------------------------------------
Abstrak
 

Penelitian ini dibuat untuk mencapai tiga tujuan. Pertama, untuk memahami pengaturan penolakan

permohonan eksekuatur Arbitrase Internasional di Indonesia, kedua, untuk mengetahui penafsiran asas

ketertiban umum di dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan arbitrase dan ketiga, untuk

mengetahui apakah Penolakan Permohonan Eksekuatur Putusan Arbitrase SIAC No. ARB062/08/JL oleh

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung dengan menggunakan asas Ketertiban Umum sudah

tepat atau tidak.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dimana hal ini dilakukan dengan cara mengkaji

putusan-putusan pengadilan dan Arbitrase, peraturan perundang-undangan serta buku-buku dan dokumen

lain untuk dianalisis. Tipologi penelitian adalah yuridis normatif, yaitu dengan melakukan analisis terhadap

peraturan perundangundangan di bidang arbitrase serta aturan prosedural (rules) yang berlaku dalam

pengakuan putusan arbitrase internasional di Indonesia.

Penelitian ini menemukan bahwa Penggunaan asas ketertiban umum oleh PN Pusat di dalam Penetapan

No.05/Pdt/ARBINT/2009 dan Mahkamah Agung dalam Putusan No. 01 K/Pdt.Sus/2010 tidak tepat dalam

kasus ini karena hanya menggunakan interpretasinya sendiri yang tidak didasarkan kepada arti dari

ketertiban umum itu sendiri.

Penulis juga berkesimpulan bahwa pada saat Putusan Arbitrase SIAC ini tidak mendapat eksekuatur, maka

asas ketertiban umum itu sendiri yang akan terlanggar dengan pemahaman bahwa tidak adanya kepastian

hukum untuk menjalankan Perjanjian yang sesuai dengan kontrak (tidak ditaatinya Pacta Sunt Servanda

sesuai pasal 1338 KUH Perdata) dan juga terlanggarnya kebijakan publik yaitu Undang-undang No.30

Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

......The research is made to achieve three objectives. First, to understand the rule in refusing international

arbitration award in Indonesia. Second, to understand the interpretation of public order in Indonesia?s

arbitration laws, and third to know whether the use of public order in the refusal of Arbitration Award No.

ARB062/08/JL by Jakarta Pusat District Court and Republic of Indonesia Supreme Court is already proper.

The research is using literature research methodology, which is done by studying court verdicts, arbitration

awards, rules and legislations, books and other documents in making the analysis. The research typology is

normative, which is done by doing analysis to legislations in arbitration field and other arbitration rules and

procedures applied applied in Indonesia.

The research found that the use of public order in refusing arbitration award by Jakarta Pusat District Court
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in Penetapan No.05/Pdt/ARBINT/2009 and Republic of Indonesia Supreme Court in Putusan No. 01

K/Pdt.Sus/2010 is not proper. They used their own interpretation of public order without considering the

essential meaning of the public order itself.

The writer concluded that, at the time SIAC Arbitration Awards didn?t get the exequatur, the public order

itself was violated, with the justification that there?s no law certainty to execute agreeement (violation

against Pacta Sunt Servanda as in Article 1338 KUH Perdata) and there is also a violation to Indonesia?s

public order, Undang-Undang No. 30 Tahun 1999.


